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Dasar Hukum
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PP NO 11 TAHUN 2017 jo PP NO 17 TRHUN 2020 02
TENTANG MANAJEMEN PNS

PP NO 94 TRHUN 2021 TENTANG 03
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DISIPLIN PNS

Disiplin PNS adalah
kesanggupan PNS untuk
menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.

Pasal 1 angka 4 PP 94 Tahun 2021




PELANGGARAN DISIPLIN PNS

Pelanggaran Disiplin adalah setiap
ucapan, tulisan, atav perbuatan
PNS yang tidak menaati kewajiban
dan/atav melanggar larangan
ketentuan Disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar
jam kerja.

Pasal 1 angka 6 PP 94 Tahun 2021




Ucapan

setiap kata-kata yg diucapkan dihadapan atau dapat
didengar oleh orang lain seperti dalam rapat,
ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi,
rekaman, atau alat komunikasi lainnya

»

pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara
tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun
gambar, karikatur, coretan, dll yang serupa
dengan itu.

Perbuatan

setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang
dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu
yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan..




melaksanakan tugas kedinasan
dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan
tanggung jawab

menunjukkan integritas dan
keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada setiap
orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan

menyimpan rahasia jabatan dan
hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuari
peraturan perundang-undangan

bersedia ditempatkan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
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setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah

menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa

melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan oleh pejabat pemerintah
yang berwenang

menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan

PASAL 3



Selain memenuhi kewajiban di atas, PNS juga wajib:

PASAL 4

menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;

menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
pribadi, seseorang, dan/atau golongan;

. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui

ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau
merugikan keuangan negara;

. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

(Pasal 15: dihitung secara kumulatif, dan diberhentikan
pembayaran gaji nya sejak bulan berikutnya apabila tidak masuk
secara terus menerus selama 10 hari kerja)

menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan
sebaik-baiknya;

. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk

mengembangkan kompetensi; dan

. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas

dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Larangan Pasal 5

menyalahgunakan wewenang

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jabatan

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

bekerja pada lembaga atau organisasi
internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,
atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali
ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewakan, atau meminjamkan barang baik B
bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat
berharga milik negara secara tidak sah

melakukan pungutan di luar ketentuan 1




Larangan Pasal 5

melakukan kegiatan yang merugikan negara

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

menghalangi berjalannya tugas kedinasan

menerima hadiah yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaan

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan

melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang E
dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan




1 memberikan dukungan
kepada calon
Presiden/Wakil Presiden,
calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah, calon anggota
Dewan Perwakilan
Rakyat, calon anggota
Dewan Perwakilan
Daerah, atan calon DPRD
dengan cara:

oy

Larangan Pasal 5

ikut kampanye;

menjadi peserta kampanye dengan
menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
sebagai peserta kampanye dengan
mengerahkan PNS lain;

sebagai peserta kampanye dengan
menggunakan fasilitas negara;

membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye;

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
dan/atau

memberikan surat dukungan disertai fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
Tanda Penduduk



TINGKAT & JENIS HUKUMAN DISIPLIN

. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

. pernyataan tidak puas secara
tertulis.

T EE—

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

C. pernyataan tidak puas secara
tertulis.

Penundaan kenaikan gaji berkala;
Penundaan kenaikan pangkat; dan
Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih
rendah selama 1 tahun.

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

pemotongan tukin sebesar 25%
selama 6 bulan;

tukin sebesar 25% selama 9 bulan;
dan

Pemotongan tukin sebesar 25
persen selama 12 bulan

Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih
rendah selama 3 tahun;

Pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan 1 tingkat lebih rendah;
Pembebasan dari jabatan;
Pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS;
dan

PTDH.

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

penurunan jabatan setingkat lebih
rendah selama 12 bulan;
Pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama
12 bulan; dan

Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS



Pasal 9:

Ayat (1) Dijatuhkan bagi pelanggaran
kewajiban Pasal 3 huruf a s.d. huruf h,
apabila berdampak negatif pada unit kerja.
Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak
memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf ¢, huruf
g, dan huruf h, apabila berdampak negatif

pada unit kerja.
y

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
[ _______ N
Pasal 12:
Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar
ketentuan larangan Pasal 5 huruf f,
huruf h, huruf i, dan huruf j, apabila
berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 10:

Ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban Pasal 3 huruf b s.d.
huruf h, apabila berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan.

Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak
memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf a s.d.
huruf e, ketentuan masuk kerja, Pasal 4
huruf g dan huruf h, apabila berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan.

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

Pasal 13:

Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar
ketentuan larangan Pasal 5 huruf f, huruf h,
huruf I, huruf j, dan huruf m, apabila
berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan, huruf g apabila berdampak
negatif pada unit kerja dan/atau instansi
yang bersangkutan, dan huruf n angka 2.

TINGKAT & JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 11:

Ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban Pasal 3 huruf a apabila berdampak
negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau negara,
Pasal 3 huruf b s.d. huruf h, apabila berdampak
negatif pada negara.

Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi
ketentuan Pasal 4 huruf ¢ dan huruf d apabila
berdampak negatif pada negara dan/atau
pemerintah, pasal 4 huruf e jika dilakukan PPT,
ketentuan masuk kerja dan Pasal 4 huruf i, apabila
berdampak negatif pada negara.

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

Pasal 14:

Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar
ketentuan larangan Pasal 5 huruf a s.d
huruf g, huruf k, huruf |, dan huruf n
angka 3 s.d. angka 7, apabila
berdampak negatif pada negara
dan/atau pemerintah.



- Catatan untuk pelanggaran tidak masuk r

&keria dan menaati ia-m kerja ' ~a

4




R ——
Catatan untuk pelanggaran tidak masuk
kerja dan menaati jam kerja

Pasal 12

-

- Pasal 13




DIT. PPU BKN 2022

1) Apabila PNS menjalani HD karena
melanggar kewajiban Masuk Kerja dan
tidak menaati ketentuan jam kerja,

& kemudian melakukan pelanggaran tidak
L Masuk kerja lagi, maka dijatuhi HD yang

lebih berat, dan sisa hukuman dianggap
selesai, menjalani yang baru.

2) Pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja dihitung secara

kumulatif sampai dengan akhir tahun
berjalan.




PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

%/ BKN

A @
N
M Presiden berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: %
\\

NO Hukuman Kepada.. Jenis Hukuman..

1 PPT Utama, Madya Disiplin ringan, sedang dan berat

2 PPT Madya, fungsional ahli utama Disiplin berat (Pemberhentian
(Panitera MA, MK, dan jabatan dengan hormat tidak APS)

lainnya = pasal 14 ayat 3)
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PEJABATYANG BERWENANG MENGHUKUM (1)

Pasal 14 ayat (3)

Penjatuhan HD ditetapkan berdasarkan usul:

a. Menteri: JPT Utama.

b. PPK: JPT Madya, dan jabatan lain yang
menjadi kewenangan Presiden.

¢. Pimpinan Lembaga negara atau Lembaga
nonstruktural bagi PNS yang menduduki JPT
Madya yang berkedudukan sebagai PPK.

Pasal 14 ayat (4):

Usul dilengkapi dengan:
LHP;

BAP;

Bukti-bukti; dan
Bahan-bahan lain.
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.




PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (PASAL 18 ayat (2))

n PPK Pusat dan PPK Provinsi bagi:

Pejabat Pimpinan Jenis HD: Pasal 8 ayat

Tinggi Madya di (2), ayat (3), dan ayat

lingkungannya (4) huruf a dan huruf b.

Pejabat Pimpinan Jenis HD: 1
Tinggi Pratama di Pasal 8 ayat (3) dan =F
lingkungannya ayat (4). 5
Pejabat Fungsional Jenis HD: Pasal 8 ayat

jenjang Ahli Utama (2), ayat (3), dan ayat

di lingkungannya (4) huruf a dan huruf b.

Pejabat .

Administrator ke Jenis HD:

beraalh Pasal 8 ayat (4)

lingkungannya

Pejabat Fungsional

selain Pejabat Jenis HD:
Fungsional jenjang
Ahli Utama di
lingkungannya

Pasal 8ayat (4).




PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (Pasal 18 ayat (3))

n PPK Kabupaten/Kota bagi:

Pejabat Pimpinan Jenis HD:

Tinggi Pratama di Pasal 8 ayat (2), ayat

lingkungannya (3), dan ayat (4).

Pejabat Fungsional Jenis HD: Pasal 8 ayat 1
jenjang Ahli Utama (2), ayat (3), dan ayat =
di lingkungannya (4) huruf a dan huruf b. £
Pejabat Jenis HD:

Administrator ke Pasal 8 ayat (3) dan

bawah di ayat (4)

lingkungannya

Pejabat Fungsional

selain Pejabat Jenis HD:
Fungsional jenjang
Ahli Utama di
lingkungannya

Pasal 8ayat (4).




PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (4)

Pasal 31

Kepala Perwakilan Republik Indonesia
menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS
yang ditugaskan pada kantor Perwakilan

Republik Indonesia, dengan ketentuan:

~

/

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

-

PNS yang herada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

N\

PNS yang herada 2 (dua) tingkat di hawahnya.

AN




PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
(Pasal 20 dan Pasal 21)

PPT Madya Pusat atav Provinsi

atav setara bagi:

E [T il

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di
bawahnya untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2); dan

2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di
bawahnya untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3).

PPT Pratama atav pejabat lain yang setara di lingkungan

Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota bagi:
J | A

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan

3. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
dan ayat (3).




7 -
I'E.IAIA'I' YANG BERWENANG

. Pejabat Administrator atav pejabat lain yang setara di MENGHUKUM (6)

lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat
di bawahnya dan JF Ahli Muda untuk Jenis HD
ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2);dan

2.PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat
di bawahnya dan JF Ahli Pertama untuk Jenis HD
sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (3). -
Catatan:

Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada
unit kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/ Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli
Madya tertentu yang ditetapkan dengan keputusan PPK
dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang
berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.



7 -
I'E.IAIA'I' YANG BERWENANG

. Pejabat Pengawas atav pejabat lain yang setara di MENGHUKUM (7)

lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat
di bawahnya dan JF Ahli Pertama untuk Jenis HD e
ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat '
(2);dan

2.PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat
di bawahnya untuk Jenis HD ringan dan sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). . f-
Catatan:
Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit
kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/
Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu
yang ditetapkan dengan keputusan PPK dapat
menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada 1
(satu) tingkat di bawahnya.



PEJABAT
YANG SETARA

Kepala Pusat
K:sallatan Kepala Sanggar
Direktur Rumah it K - Masyarakat Kegiatan Belajar
Sakit setara
Rektor Dan Dekan - ST . nelara setara
Pada Perguruan  S€tara rektur Ruma Direktur Kepala Sekolah  Pejabat
. . alk ‘ PPT Pratama
Tinggi T Pratama Sakit Kota Akademi Felabat Pengawas Pengawas
setara
setara setara setara !
Pejabat ?
PPT Madya PPT Pratama Pejabat pengawas

Administrator

L L

A A A

06 08
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PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN OLEH PEJABAT
YANG BERWENANG MENGHUKUM

g

PyB Menghukum wajib Penjatuhan Hukuman Disiplin
menjatuhkan Hukuman Disiplin o kepada PyB Menghukum dilakukan
kepada PNS yang melakukan secara berjenjang melalui proses
Pelanggaran Disiplin pemeriksaan.

PyB Menghukum tidak menjatuhkan Tidak terdapat PyB Menghukum,
Hukuman Disiplin, pejabat tersebut o kewenangan menjatuhkan Hukuman
dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Disiplin menjadi kewenangan pejabat

atasannya berupa jenis Hukuman yang lebih tinggi
Disiplin yang lebih berat

Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin 2%
kepada PyB Menghukum, atasan dari '
Pejabat tersebut juga menjatuhkan

Hukuman Disiplin terhadap PNS yang
melakukan Pelanggaran Disiplin




PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN

A. Pemanggilan
SECARA
TERTULIS OLEH
ATASAN PEMANGGILAN I —
LANGSUNG l
k / 7 Hari
Kerja

PENJATUHAN HD OLEH
PYBM BERDASARKAN
ALAT BUKTI &
KETERANGAN YANG ADA

PEMERIKSAAN
(tatap muka atau
virtual)




PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN

PENJATUHAN HD OLEH
PYBM BERDASARKAN
ALAT BUKTI &
KETERANGAN YANG ADA

PEMERIKSAAN
OLEH ATASAN =
LANGSUNG/TIM

DIPELAJARI

TERTUTUP

DIBEBASKAN
SEMENTARA




TATA CARA
PEMERIKSAAN

.

Pemeriksaan

Harus memperhatikan waktu
—— untuk menyampaikan dan
diterimanya surat panggilan

Atasan dan Pemeriksa harus
—— mempelajari laporan atau
seluruh bahan

» Pemeriksaan dilakukan secara tertutup langsung maupun
virtual

= PNS wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan

» Apabila PNS mempersulit pemeriksaan maka dituangkan
dalam Berita Acara yang menjadi dasar keputusan

» Apabila PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin berat,
maka dibentuk tim pemeriksa

- Apabila terdapat informasi atou keterangan yang tidak sesuai
dengan apa yang diucapkan, maka pemeriksa wajib memperbaiki

« Apabila PNS tidak bersedic menandatangani  berita  acara
pemeriksaan, maka cukup ditandatangani pemeriksa

= PNS berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan

* PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan, tidak dapat
disetujui untuk pindah instansi




TIM erdiri dari : unsur atasan
- langsung, unsur
pl: MER]RSA pengawasan, dan unsur Susunan :
- L 1 Ketua (merangkap

kepegawalan
= anggota), 1 Sekretaris
Dapat melbatkan pejabat (merangkap anggota), dan
Dapat untuk P elanggafan fain yang dm.mT:k Paling kurang 1 orang
Disiplin yang ancaman anggota
Pasal 38, ayat 1 dan 2 Jahatan S A e N
uma Seda paling rendah Tim Pemeriksa: Gubernur
HUk A nya ng setingkat dengan PNS dan Pejabat di lingkungan
Pasal 37, ayat 1 yang diperiksa Kementerian Dalam

Pasal 38, ayat 3 dan 4 Negeri

Wafi) untuk PEIanggaran Untuk PNS yang melanggar

aame menduduki jabatan Sekretars
DlSlplln yang ancaiman ' DaerahProvinsi

Hukuman nya Berat ) *° e Pasal 39, ayat 1
Pasal 37, ayat 2 i
a - \NC N \ Tim Pemeriksa :
Di bentuk oleh PPK/Pejabat %, V) gl Bupati/Walikota dan
. LY % g Pejabat di lingkungan
lain Yang drtun]uk - ' Pemerintahan Provinsi

Pasal 37, ayat 3 Untuk PNS yang melanggar

menduduki jabatan

. Sekretaris Daerah
Bersifat temporer (Ad Hoc) Kabupaten/Kota
Pasal 38, ayat 6 Pasal 39, ayat 2




PNS yang diduga melakukan Pelanggaran
Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi
Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan
sementara dari tugas jabatannya oleh atasan
langsung

Pembebasan sementara dilakukan
dalam hal pemeriksaan pelanggaran
disiplin mengganggu berjalannya
tugas kedinasan

PNS yang dibebaskan sementara
dari tugas jabatannya, tetap Masuk
Kerja dan diberikan hak-hak
kepegawaiannya

PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI TUGAS JABATAN

30



TATA CARA
PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN

Pejabat yang
Berwenang
Menghukum

Hasil pemeriksaan of tim

pemeriksa

Menjatuhkan
hukuman
disiplin

Bersifat \

Pembinaan untuk
memperbaiki dan mendidik

PNS yang melakukan
Pelanggaran Dislplin

sehingga memiliki sikap menyesal, berusaha
tidak mengulangi, dan memperbaiki diri di masa

yang akan datang




KEWAJIBAN
PYBM

Sebelum Menjatuhi Hukuman

Mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan
Memperhatikan latar belakang atau faktor-faktor
yang mendorong PNS melakukan Pelanggaran
Disiplin

Menilai hal yang memberatkan atau
meringankan dal penjatuban Hukuman Disiplin
Menilai dampak yang ditimbulkandari
pelanggaran yang dilakukan

Dalam keputusan hukuman disiplin harus

"~ disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan

Pelanggaran Disiplin yang jenisnyasama tetapilatar
belakang/faktor pendorong/dampaknya berbeda, maka

Q
BM dapat menjatuhi hukuman yang berbeda \
Py " i \§

() Bila PyBM tidak ada kama pejabatnya lowong, maka
. menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi

, Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin harus

~ ditetapkan dengan keputusan PyBM




PyBM harus mempertimbangka
kesesuaianantarajenis
pelanggaran dengan hukuman
disiplindan dampaknya

Dalam hal PNS melakukan
beberapa Pelanggaran
Disiplin, maka hanya dapat
dijatuhi1 (satu)jenis
hukuman disiplin terberat

PNS yang mengulangi
pelanggaran disiplin yang
sifatnya sama, maka dijatuhi
hukuman disiplin yang lebih
berat

Ketentuantersebut tidak

berlakubagipelanggaran

disiplin tidak masuk kerja
dan menaatijam kerja




Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah
selama 12 bhulan bagi JF:
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Ketentuan Penurunan Jabatan
setingkat lebih rendah (Pasal 47):
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Ketentuan Pembebasan dari Jabatannya
menjadi jabatan Pelaksana (Pasal 48):




Apabila tidak hadir, keputusan 5
dikirim kepada PNS yang
bersangkutan.

l Dilakukan oleh PYBM/Pejabat lain yang
ditunjuk.

2 Dipanggil secara tertulis untuk

paling lambat 3 hari kerja sejak 6 >
menerima keputusan HD.

tanggal penyampaian

3 Keputusan HD disampaikan secara
tertutup, hanya oleh PNS, pejabat
HD yang ditetapkan oleh Presiden, 7 {Z:\éir:.enyampalkan dan pejabat fain
disampaikan oleh pimpinan
instansi/pejabat lain yang ditunjuk.
4 Disampaikan paling lambat 14 hari

kerja sejak ditetapkan.




Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 50
.




PNS yang dijatuhi
PDHTAPS diberikan hak-
hak kepegawaian sesuai

UU yang mengatur
pemberhentian dan
pensiun PNS;

PNS yang dijatuhi
PDHTAPS dak diberikan
kenaikan pangkat
pengabdian;

PNS yang diberhentikan
sementara, tetap masuk kerja dan
diberikan hak-hak

kepegawaiannya;

Hak Kepegawaian meliputi:

gaji, tunjangan keluarga,
tunjangan jabatan, penghasilan
lain, dan fasilitas yang diterima
sebelum dibebaskan sementara.

Hak-hak Kepegawaian



Penghentian Pembayaran Gaji

Atasan langsung/pimpinan unit
kerja, memberitahukan kepada unit
kerja yang membidangi
kepegawaian.

Tata cara dilaksanakan sesuai
ketentuan Peraturan UU yang
mengatur mengenai pelaksanan
APBN/APBD.

Unit kerja memverifikasi dan
memvalidasi data PNS yang
bersangkutan.

Jika KPA, JPT Madya dapat
didelegasikan kepada JPT
Pratama yang membidangi
urusan keuangan.

Hasil verifikasi dan validasi disampaikan

kepada Pimpinan Unit Kerja/Kepala Satuan
Unit Kerja sebagai KPA.

KPA melakukan penghentian
pembayaran gaji, ditetapkan dengan
keputusan KPA,
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Pendokumentasian Keputusan
Hukuman Disiplin

Keputusan Hukuman Disiplin harus
didokumentasikan oleh pejabat pengelola
kepegawaian di instansi yang bersangkutan

Dokumen keputusan Hukuman Disiplin
digunakan sebagai salah satu bahan penilaian
dalam pembinaan PNS yang bersangkutan

Pendokumentasian keputusan Hukuman
Disiplin termasuk dokumen dalam
pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi
Aparatur Sipil Negara.

Diakses melalui laman https://idis.bkn.go.id,
dan dikelola oleh BKN.

PNS yang pindah instansi, dikirimkan ke
instansi baru.




Pasal 60

CPNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat atau
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai CPNS




44ONTOH FORM
SURAT
PANGGILAN

BAHASIA
SURAT PANGGILAN I/I1 *])

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
Mama
HIP H

Unit Kerja

untuk menghadap kepada

Mama

NIP !
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari e
Tanggal © ek mm A S RS R R AR R R RA R FRE HRA R SRR R R R
Tempat !
untuk diperiksa/dimintai keterangan®] sehubungan dengan dugaan
PelangEaran QisiPliTl e s s s e . ——-——-——-—-—-——--————--—"—-—"—e———, "

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa™)

i 1 P

Tembusan Yth :

*1 Coret yvang tidak perlu.
**) Tulislah pelanggaran disiplin vang diduga dilakukan oleh PNS wyang
bersangkutan.



4QONTOH FORM BAP

FAHASIA
BEERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ....cocosmeeemeee r FANEEA] e R« 1) = — TARUEN o B
zaya,/Tim Pemeriksa masing-maszing *):

Panghkat T B B B B B BB B BB

Jabatan e
2. Mama .

Panghkat

Jabatan T B B B B B BB B BB

3. dst
berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*].. weans
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama T
Panghkat S,

Unit Kerja P

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal ... , ayat ..., hurwf ..., angka ... Feraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Diziplin Pegawal Negeri Sipil

1. Pertanvaan:

1. Jawaban:

2. Pertanyaan -

2. Jawaban:
3. dst
Demikian Eerita Acara Femeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan ssbagaimana
mestinya.

Tang diperiksa: Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)
Mama : . Mama :
HI1P : HI1P :
Tanda Tangan - Tanda Tangan :
2, Hama
HIP :
Tanda Tangan :
3. Dst

*1 Caoret yang tidak perla.



A@ONTOH FORM LHP

Format Laporan Hasil Femeriksaan
Felanggaran Disiplin

0 R R

FAHASLA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdazarkan hasil pemerikzaan pada
hari s tanggal .. w BUlEN s 1] 1] .
zaya,/ Tim Femeriksa *] telah melakukan pemeriksaan terhadap:

MNama A R R R A R R R R
Pangkat L rm g A R R R A R n g
Jabatan © rmameEEe R A L R R AR R R RS R R SR R A
Unit Kerja A R R R A R R R R

Berdazarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagal berikur:

EENTUE WAKTO [ TEMFAT FAETOR TANG FARTOR TARG ODAMFAK
FPELANGGARAN MEMEERATEHAN MERINGANKAN | PERBUATAN
1. Tang bersangkutan terbukii melakukan pelanggaran disiplin aueeimeemmnnes .

2.

zehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada FHNS tersebut diatas
merupakan Egwenangan .. N N

Sehubungan dengan hal tersebut. dizampaikan Berita Acara Pemerikszaan terhadap
PHE yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan ksputusan penjatuhan
Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa],

MAMA e s s e e

Tembusan Tth -
1. i dan
*]1 Corst yang tidak perla.

**] Isilah sesuai dengan pejabat vang berwenang menghukum,
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